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Yogyakarta merupakan daerah istimewa dengan keunikan dalam hal 
kepemimpinan. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, Yogyakarta tidak 
menggunakan sistem pemilihan umum untuk menentukan calon gubernur. Calon 
gubernur DIY ditentukan dengan cara penetapan secara tradisional mengikuti 
hukum tradisional Kraton Yogyakarta. Kepemimpinan ditentukan berdasarkan 
garis keturunan laki-laki dalam kerajaan. Masalah timbul karena Sultan 
Hamengkubuwono X yang saat ini menjabat sebagai gubernur DIY tidak memiliki 
anak laki-laki. 

Pemberian gelar Mangkubumi kepada putri sulung Sultan menimbulkan 
konflik dengan para adik Sultan. Dalam sejarah Kraton Yogyakarta, siapapun yang 
diberikan gelar Mangkubumi merupakan pertanda sebagai pewaris tahta 
selanjutnya. Untuk membuka peluang perempuan naik tahta, penghapusan frasa 
“istri” dalam persyaratan calon gubernur dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 
Hasil putusan ini menimbulkan beragam reaksi baik setuju maupun penolakan. 
Wacana ini tentu tidak luput dari media massa. 

Penelitian ini meneliti bagaimana wacana konflik internal Kraton 
Yogyakarta tersebut ditampilkan dalam pemberitaan surat kabar harian lokal 
Kedaulatan Rakyat (KR) dan Tribun Jogja. Penelitian dilakukan menggunakan 
metode analisis wacana kritis Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukan 
perbedaan kecenderungan dari kedua surat kabar harian. Surat kabar harian 
Kedaulatan Rakyat (KR) lebih menyoroti aspek hukum positif yang mendukung 
wacana Sultan perempuan. Sedangkan Tribun Jogja lebih menyoroti aspek 
persyaratan tradisional yang tidak memumgkinkan perempuan menjadi Raja. 
Sehingga, Penolakan adik-adik Sultan menjadi lebih relevan. 

 
Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Keberpihakan Media, Konflik Kraron 
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I. Pendahuluan 

Keraton Yogyakarta merupakan satu dari sekian banyak kerajaan 

yang masih berdiri kokoh di Indonesia. Bahkan di era demokrasi saat ini, 

Yogyakarta tetap merupakan daerah swapraja (kesultanan) dengan 

mempertahankan banyak tatanan feodal lama dan pemerintahan tradisional 

sejak datangnya penjajah Belanda. Dipimpin oleh seorang Sultan yang 

berkedudukan sebagai raja sekaligus gubernur.  

Sebagai satuan pemerintahan, Daerah Istimewa Yogyakarta diakui 

sederajat dengan provinsi. Pengakuan ini tercantum dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut UU KDIY. Salah satu 

keistimewaan yang tercantum dalam UU KDIY adalah tata cara pemilihan 

dan penetapan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Yogyakarta. Berbeda 

dengan provinsi lain pada umumnya, pemilihan dan penetapan gubernur dan 

wakil gubernur DIY tidak diselenggarakan melalui pemilihan umum atau 

Pemilu. Pemilihan dan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIY 

merupakan hak mutlak dan keistimewaan internal Keraton Yogyakarta. 

Sesuai dengan UU KDIY pasal 18 ayat (1) huruf c, yang berhak 

mengisi jabatan gubernur harus bertakhta Sultan Hamengkubuwono 

sedangkan untuk wakil gubernur bertakhta Adipati Paku Alam. Aturan ini 

menunjukkan bahwa yang berhak memimpin Yogyakarta dalam arti 

gubernur sekaligus raja adalah mereka yang diakui secara garis turun-

temurun keturunan raja Mataram. Sehingga, tidak ada kemungkinan atau 
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peluang untuk orang awam atau masyarakat biasa diluar Kraton mengisi 

jabatan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta.  

Sebagai raja sekaligus gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Sultan Hamengkubuwono X selanjutnya disingkat Sultan HB X, memiliki 

wewenang untuk memutuskan apa pun berkaitan dengan Yogyakarta 

beserta segala isinya. Setiap keputusan yang diambil oleh Sultan sebagai 

pemimpin akan berdampak luas. Salah satu keputusan yang menyita 

perhatian masyarakat bahkan media lokal adalah sabda raja pada tahun 

2015. Bukan hanya waktu pengumuman sabda raja tersebut, tetapi juga isi 

dari pada sabda raja yang diumumkan oleh Sultan tersebut mengagetkan 

bahkan memicu beragam reaksi di kalangan masyarakat bahkan menjadi 

headline pada surat kabar harian lokal yang ada di Yogyakarta.  

Sabda raja merupakan ucapan atau perkataan seorang raja yang 

diyakini berasal dari bisikan gaib, wangsit atau wisik leluhur. Wisik atau 

bisikan gaib tersebut bisa diterima raja secara tiba-tiba dan bisa juga setelah 

seorang raja melakukan tirakat. Hal ini pernah juga dialami oleh Sri Sultan 

Hamengku Buwono IX ketika harus melakukan kontrak politik dengan 

pihak Belanda pada tahun 1940. Adapun kebenaran hal tersebut 

diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam buku 

biografinya. Beliau sesungguhnya tidak tahu betul, apakah ia telah 

mendengar suara dari luar dirinya sendiri ataukah ada semacam self-

suggestie, yaitu perasaan sendiri yang karena tekanan besar lalu muncul dari 

dalam. Tetapi jika dipikir lebih lanjut, beliau jelas mendengar kata Tolé 

(panggilan orang tua kepada anak lelaki) yang berarti bahwa wisik itu 
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berasal dari salah seorang nenek moyangnya sendiri (Atmakusumah, 

1982:44). 

Pada tahun 2015, Sultan Hamengkubuwono X secara tiba-tiba 

mengeluarkan dua sabda berturut-turut hanya berselang beberapa hari. 

Sabda raja pertama pada tanggal 30 April 2015, sedangkan sabda raja kedua 

pada tanggal 5 Mei 2015. Peristiwa tersebut termuat dalam Harian 

TribunJogja berikut ini. 

                 

(Sumber: TribunJogja edisi Rabu, 6 Mei 2015) 

 

(Sumber: TribunJogja edisi Sabtu, 9 Mei 2015) 

Adapun isi dari kedua sabda raja tersebut adalah sebagai berikut. 

Sabda raja yang pertama Sri Sultan HB X mengumumkan pergantian gelar, 

yakni Buwono menjadi Bawono, Kanjeng menjadi Sri, menghilangkan 

Khalifatulah dan Sayidin yang kemudian diganti dengan Langgenging Toto 

Panotogomo, dan Kaping Sedasa diganti Kesepuluh. Sehingga, gelar sultan 

yang semula Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem ingkang Sinuwun Kanjeng 

Sultan Hamengku Buwono Senapati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin 

Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sedasa ing 

Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi Ngarso Dalem Sampeyan Dalem 
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Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng 

Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati Ing Ngalogo Langgenging 

Bawono Langgenging Toto Panotogomo. Sedangkan, pada sabda raja kedua 

Sri Sultan HB X memberikan gelar baru kepada putri tertuanya, yakni Gusti 

Kanjeng Ratu Pambayun menjadi Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi.  

Isi kedua sabda tersebut tidak bisa dipahami oleh masyarakat awam, 

melainkan hanya dapat dimengerti oleh keluarga keraton dan pihak-pihak 

yang memang memahami nilai dan kebudayaan Kraton Yogyakarta. 

Penghilangan kata “khalifatullah” misalnya. Kata tersebut bisa diartikan 

Khalifah Allah dan dalam agama islam, setiap laki-laki islam diberikan 

tugas untuk syiar islam. Sedangkan dalam biografi Sultan Hamengku 

Buwono IX menuturkan bahwa, apabila seseorang telah diberi gelar 

Mangkubumi, itu adalah langkah pertama ia dicalonkan untuk menjadi putra 

mahkota (Atmakusumah, 1982:123). Adanya fakta tambahan bahwa adik-

adik Sultan tidak hadir pada saat pengumuman sabda raja tersebut 

menunjukkan indikasi konflik di internal Keraton Yogyakarta. 

Wacana konflik internal Keraton Yogyakarta ini kembali 

mengemuka setelah salinan resmi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia Nomor 88/PUU-XIV/2016 keluar pada tanggal 31 Agustus 2017. 

Keputusan MK ini mengejutkan banyak pihak terutama masyarakat. 

Disinilah media mengambil perannya sebagai penyedia dan penyebar 

informasi secara cepat dan luas. Berikut beberapa headlines surat kabar 

harian lokal Yogyakarta yang menampilkan peristiwa terkait putusan MK 

tersebut. 
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(Sumber: Harian KR, Merapi, dan TribunJogja edisi Sabtu, 2 September 2017) 

Wacana sultan perempuan yang berkembang sejak dikeluarkan 

sabda raja pada tahun 2015 lalu diperkuat dengan keputusan Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan penghapusan frasa “istri” pada UUK DIY Nomor 

13 Tahun 2012. Dalam UUK DIY pasal 18 ayat (1) huruf m, memuat 

keharusan seorang calon gubernur dan wakil gubernur DIY wajib 

menyertakan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat 

pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Kata istri ini yang 

kemudian dijadikan materi gugatan. 

Frasa istri dalam pasal tersebut diartikan secara tidak langsung 

berarti selain bergelar Sultan Hamengkubuwono, calon gubernur DIY 

haruslah seorang laki-laki. Hal ini sebenarnya bukan hal yang aneh 

mengingat memang sudah sejak dulu Kraton dipimpin oleh seorang Raja. 

Sri Sultan Hamengkubuwono I sampai hari ini, Sri Sultan 

Hamengkubuwono ke X, semuanya adalah seorang laki-laki. Fakta ini juga 

berkaitan dengan sejarah pengaruh Islam terhadap Kerajaan Mataram yang 

merupakan asal mula terbentuknya projo kejawen atau kerajaan jawa, 

termasuk Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat dimana sistem kewarisan 

F
4

I-{
0s5gF

4
H)-,{
0)F

i
0)gA)-{
C

d
stto.!4dF

{J.-1
)-{
l-{()

.a
a

dhI

>.{
. t-{
r-r{\Jr<?/

A
J

btr7.FFFca(r7c\67FL
.Fl-63C

T
.FF

rfl
rFF(F

- }l.{
6,}(d

rt{csa'o)*{q)

=
dl.{

et{

'!(cg

=
dL.{
cg

-{Jq)F
{

,Qtlrf6or-)11F{
(t)
tri

oi= q,tr'j:Iln.lIEa,LT
'eov!E(,ufi,EsIEEGo(Eeotoo,(!

!oo.(0
*r!fit
.2EoL(goag

'aooCo.v(E(r,
oI{,XaT

:c
(!=

tot.-ILiA

*E
s,ssE

s^b"qE
 ?

:= E
 E

 $st*p:sS

E
E

H
A

E
aB

?I;?{

IE
E

tte[tilaE
#e$E

E
esF

gS
E

"

dEi.{C
E
at()
Edb0drtAorl

aa5F
{

c!
l"{r{

d>.
b0ot6ctFoE)r(
ol-h)arP

{oM

&= zl&o,Z(i:i0ailau'.l

E
eE

s?35s:# E
,

g;nisgE
E

B
t 

H
e

E
E

Ies-iti? :t

;tE
E

-drs =i== t
E

;E
 E

?tti;;E
 s

lgE
E

E
t5: tsE

 
&

iagim
*E

E
itt$E

iE
 e *

eaE
E

;?t€gE
E

 E
 fi

;;igi$E
*?rfi*i s

E
E

aE
E

5E
aE

B
E

E
sE

FFFL

t.,€#-.,

nur. "Seper
gugat me1
ini dari ra
ke hukum
minta pen
yaitu MI!''

Putusar
bolehkan (
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* Bersa

(UU No 1 3/201 2) Pasal 1 I ayat (1), di antaranya:
*Berlakwa,kepada Tuhan Yang MahaEsa'

+Setia kepada Fancasilh dan UUD 1945'
.ii rBertahta sebAgai$Ultsn llamerrgktrBuwono untltk calon gubernur. ,l

' Dlol?h da:rl berbagai sumber,

dengan lruD 1945'
Menurut MK melalui Pu-

tusan bernomor 88/-
PUU XIV/2016 Yang diter-
bitkan Kamis (31/8), frasa
tersebut bertentangan de-
ngan Pasal 18B aYat (1)
UUD 1945, yang berbunYi
'Negara mengakui dan
menghormati s atuan-satuan
pemerintahan daerah Yang
bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan
Undang-undang. Sebab frasa
tersebut memberi Pengaruh

terhadap persYaratan siaPa
yang berhak bertakhta seba-
gai Sultan Hamengku Bu-
wono, yang sesungguhnYa
merupakan wewenang Pe-
nuh internal Kasultanan'

Menurut Prof Purwo San-
toso, soal aturan siaPa Yang
berhak menjadi Gubernur
DfY sangat terkait dua atur-
an yaitu hukum adat dan
hukum positif. Sehingga
meskipun Mahkamah Kon-
stitusi mengabulkan gu-
gatan bahwa Gubernur DIY

Gdtis JOS '

boleh perempuan, namun
putusan itu belum bisa dilak-
sanakan.

Ditegaskan Purwo, bahwa
masalah aturan PenetaPan
Gubernur DfY belum selesai,
karena masih ada kontrover-
si soal paugeran. SebenarnYa
tahap yang harus diselesai-
kan terlebih dahulu adalah
soal penobatan Raja, baru di-
ikuti aturah soal PenetaPan
gubernur. Namun justru
yang dibahas duluan adalah
masalah penetaPan guber-

Perempuan Bisa Menjadi Gubernur DIY

Tinggal Menun u HukumAt
YOGYA (KR) - Putusan

Mahkamah Konstituei (MK)
vang membuka Peluang Pe-
rempuan menjadi Gubernur
dan Wakil Gubernur DIY,
belum final. Putusan terse-
but, sangat tergantung de-
ngan siapakah Yang bertahta
sebagai Raja Kraton Ngayog-
yakarta Hadiningrat, dan itu
berada di ranah hukum adat
(internal kraton).

"Soal aturan Gubernur
DIY, sampai saat ini belum
bisa dikatakan final, meski
sudah ada Putusan MK, ka-
rena hukum adatnYa belum
beres," terang Guru Besar
Ilmu Politik dan Pemerin-
tahan Fisipol UGM Yang ju-
ga Rektor Universitas Nah-
dlatul Ulama (UNU)
Yogyakarta Prof Dr Purwo
Santoso kepada 1(R, Jumat
(1/e).

Seperti diketahui, MK te-
lah mengabulkan gugatan
atas pasal 18 aYat (1) huruf
m Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2012 tentang Ke-
istimewaan YogYakarta
(UUK). Dalam PutusannYa,
hakim MK mengabulkan uji
materi atas Poin tersebut de-
ngan menghaPus frasa'istri'
pada daftar sYarat Penga-
juan calon Gubernur DIY,
karena dinilai bertentangan

Keistimewaan Hartrs Bermanfaat Bagi Ral
YOGYA(KR) - Limatahun

lahirnya Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2072 ten-
tang Keistimewaan YogYa-
karta (UUK), menjadi mo-
mentum untuk melakukan
introspeksi pelaksanaannYa
selama ini. Keistimewaan
DIY harus membawa man-
faat sebesar-besarnYa bagi
seluruh rakyat di DIY, tanPa
membedakan asal-usul dan
agamanya.

Hal itu dinyatakan Guber-
nur DIY Sultan HB X saat
menghadiri Kenduri RakYat
di Pasar Beringharjo YogYa-
karta, Kamis (3U8). Kenduri
Rakyat untuk meraYakan li
fro tohrrn ,lisehkannr.a IIIIK

pula tali asih untuk beberaPa
pedagang.

"IIIang tahun kelima UUK

i.ni kesempatan untuk intro-
speksi, bagaimana agar ke
depan Program-program Ke-

istimewaan akan lebih mem-
bawa manfaat untuk seluruh
warga masyarakat. HaraPan

kita mas
tidakhat

* Bersr
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ffiffi

ooM
Yogya ,

karta. la
anaknyt
hasa Ji
tetapi s
akan
orang
"matur
harusn,
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i' t} Prof Dr Saparinahl'i Pensiunan PNS, I

i;, gSldiJakarta Se-
. latan
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Gusti Yudha TetaP

Berpedoman Paugeran
GBPH Yudhaningrat, salah satu kerabat keraton ba-

kal segera berkoordinasi dengan kerabat lain urr
tuk mdmbicarakan dikabulkannya gugatan di MK
ini. Gusti Yudha begitu akrab ia disapa menyatakan
bahwa adanya keputusan MK kemungkinan bakal
memicu polemik lantaran telah melanggar pauge
ran yang selama ini menjadi induk peraturan perun-

dang-undangan Keraton.

. kehaladlil'u

NTAR t,;:,', irlil'; . 1,'..," -i :l:'':'

LuckY Hadin*to ffi
. Suaraku sebagai cah YogYo'

Walau umur wis dhak limo, asal

Yogya aman nyaman tenteram

ramah meriah dan tetaP

intelek, sopan santun. Wis
kuwiwae.

Aiie ffi

r' Achmad
Pensiunan
PNS,
di
Selaian

tDra Siti Nderek mawon, sing Pen-
ting Yogja istimewa."GuYub

rukun, berwibawa.

Satrianto, Abdi Dalem,
di Banguntapan, Bantul

t Supriyanto SE, Perangkat
Desa, tinggal di Pandak,

o

a
tCN\
3
z

Hanantyasari Uta'
mi, Swasta, tinggal di PiYungan,
Bantul

$jHinuk SumaryaniWidi'
I yantoro, Psikiater, ting-

Swasta, tinggal di Jakarta Selatan
0 Wawan Harmawan SE, Swasta,

Mantrijeron, YogYakarta

i $ Dra lM Sunarsih Sutaryo APT
SU, Dosen, tinggal di Ngagtik,
Sleman

G Bambang Prajitno Soeroso,

I Menyatakan frasa lang me'
muat antara lain riwayat Pen'
didikan, pekeriaan, saudara
kandung, istri dan anaK bert-
entangan dengan UUD 1945
dan tidak memPunYai kekua-
tan hukum mengingat.

e]di Jakarta Selatan

Sandra

Lebih Centil Darah Tinggi kurena
Hart int, Jumat (1/9), umaf Muslim meragaka
Satah sahr tradisi peraAaannAa adalah menyt
tcarbing atcru sapt ber sama kehtarga dan teru

AKTRTS cantik Sandra Dewi

merasakan perubahan Perilaku
selama masa kehamilan anak

pertamanya. 'Aku malah lebih iir.
centil. Dulu aku cuma PunYa .ffi
dua lipstik. Kalau aku pergi, .:i,,$j

aku pakaiwarna Pink. Kalau l.'
kerja, aku pakaiwarna mereah. ffi

IDAK se.mua
orang dapat me-
nikmati daging
kambing dengan

Dokter SPesialii
dr Johanes Cha
SpGK, mengataka
penyakit darah til
ngonsumsi daging
nyalah mitos.

Rahkan. kata di
satu kilogram da1
pun tak akan merx
rah tinggi.

Sekarang lagi hamil, liP$iknYa tii
banyak sekali. Aku belanja

lipstik, belanja anting-anting.
Padahal aku sebelumnYa

nggak pernah belania

1h0....," ungkapnya. (*)

nlaman. Salah satu hal
yang ditakutkan adalah
naiknya tekanan darah
akibat memakan daging
kambing.

Apakah hal itu mi-
tos atau meruPakan
fakta medis?

t Raden MasAdwin Suryo

ARAFAH .
Arafah, Kamis
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Gusti Yudha
MintaWarga

TidakEmosional
ffi Ymmxggmp$ ffimx*wsmrt ffiK Ymxx*mmg ffiWK
YOGYA IRIBITN - Beberapa
hari lalu, Mahkamah Konsti-
tusi (MK) mengabulkan gu-
gatan pemohon atas Undang-
Undang Keistimewaan (UUK)
yarg terhrang pada Pasal l8
Ayat (l) huruf m. Dengan di-
kabulkannya gugatan pam pe-
rnohon tersebut melalui putus-
an MK, dalam Ut)K tidak ada
lagi syarat mutlak bahwa yang
menjadi Gubemur DIY runfi-
nya haruslah seorang lah-lald.

Hal tersebut mendapat
tanggapan dari Gusti Bendoro
Pangeran Haryo (GBPH) Yud-
haningrat, yang merupakan
adik dari Sri Sliltan Hameng-
kubuwonoX.

Ia mengatakan, keputusan
MK memang memberitahu-
kan kepada masyarakat sa-
lah satu syarat menjadi Gu-
bemur DIY. Menurutnya, hal
tersebut bertentangan dengan
gambaran dari pa-salyang ter-

t)
Jadi tidak mungkin

(gubernur) dria-
bat oleh seorang

perempuan, karena
perempuan tidak

bisa jadi Sultan dan
Khalifatullah

GBPH Yudhaningrat

tuangdalamUUK
"Kenyataannya di UUK

dari pa-qal safu sampai a}hir
menggambarkan bahwa 1'angjuneneng fbertahta) ini Sri
Sultan Hamengkubuwono.

Pertentangan
Dua Sistem Nilai

SEMENTARA itu, budayawan
yang juga akademisi Universi-
tas Gadjah Mada (UGM) Prof.
Dr. Heddy Shri Ahimsa Putra
berpendapat, adanya polemik
yang terjadi saat ini tidak terle
pas dari adanya dua sistem ni-
lai yang berbeda di dalam sis
tem politik di Yogilakarta.

"Saya melihatnya dari sisi br"r
daya, sistem nilai yang sangat
berbeda, yang satu dalam tan-
da oetik tradlsiona.l lzrla itu @J

nyak air," katanya.
"Solusinya hanya dua kR

mungkinan, satu mungkin itu
radikal, ini saya melihat dari
sudut pandang kebudayaan
dan ini bukan opini politik, ini
solusi untuk mengatasi persG
alan itu, satu pemisahan rala
ya raja gubernur ya gubernur,
itu harus dipisahkan atau ke
mudian didamaikan dengan
cara sedemikian rupa dan ini
+d^L"tI@ L^r^.. hr

Jadi tidak mungkin (guber-
nur) dijabat oleh seorang pe-
rempuan, karena perempuan
tidak bisa jadi Sultan dan
Khalifatullah. Selain ih-r, Sul-
tan adalah unandan pemim-
pin agarna di Ngayoglakarta
Hadiningrat," ucapnya kepa-
da awak media ketika ditemui
di Tepas Keprajuritan Keraton
Yograkarta, Sabtu (2/9).

IanJutnya, ia tidak mem-
permasalahkan mengenai hal
tersebutkarena di dalam pasal
yang ada di ULfi sudah diJe-
lasakan mengenai syarat apa
saja unhrk menjadi Sri Sr-rltan
Hamengkubuwono yang kha-
Ufatullah. Selain itu sudah di-
jelaskan pula mengenai syarat
unhrk menjadi seorang Guber-
nur DIY seperti apa.

"Saya tidak mempernasa-
lahkan masalah ini. Di UUK
kan dijelaskan, bahwa orang
yang lahir di Yograkarta,
baik laki-laki maupun pe-
rempuan tidak serta-merta
bisaJadi gubemur kalau bu-
kan seorang Sultan. Sudah
diterangkan di UUK Juga
kalau kekhallifahannya kan
lakiJaki," Jelasnya.

Ditambahkannya, menurut
pasal-pasal yang ada menye-
butkan bahrva, apabila seo-
rang Sultan tidak memenuhi
syarat, maka kedudukan Sul-
tan dapat digantikan oleh Sri
Paduka Pakualam sebagai Pe-
lakasana I'trgas [Plt) Gubemur.

"Jika Sultan tidak memenu-
hi syarat dapat diganti Pakua-
lam sebagai Plt, hanya Plt, tidak
bisa jadi €uberu- Jika Sdt2n

Bu
w N\*ss,
JAIGRTA

kata yang te
penting di ne
ra akad nikal
Hotel Bidak
pagi. Preside
Umum MUI
saksi pihak r
Herviano Wic
Wakil Presidt
ri Dalam Neg
saks! dari pil
Nindya Nurt
, Vino meru
Budi Gunaw
jenNegera @
Komjen Pol i

dan Narkotik
acara akad n
sebagai wali
yang akrab d
nakan pakai
cokelat.

Tepatpulc
paikan !'ab q
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yang dianut adalah patrilineal. Patrilineal berarti menghitung anak 

keturunan menggunakan garis darah keturunan lelaki atau trah laki-laki. 

Pengemasan masing-masing media memberikan perbedaan dalam 

penggunaan bahasa, pemilihan narasumber, pemilihan judul berita, 

penempatan kalimat, anak kalimat, pemilihan kata, penempatan gambar, 

posisi berita dan lain sebagainya. Perbedaan ini tidaklah mengherankan 

karena memang berasal dari sumber media yang berbeda. Sudah tentu 

wartawan, editor serta lembaga tempat berita ini diolah juga berbeda. Lebih 

jauh lagi, latar belakang wartawan, visi misi lembaga media, cara kerjanya, 

dan pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat pun pasti berbeda.  

Wacana konflik internal Kraton Yogyakarta yang ditampilkan oleh 

media membagi keluarga kraton kedalam dua kubu. Sultan beserta istri dan 

putri-putrinya berhadapan dengan adik-adik Sultan. Pihak-pihak yang 

berhadap-hadapan, dibuat seolah-olah mewakili pembaca atau masyarakat 

Yogyakarta. Realitas yang ditawarkan oleh masing-masing media ini, 

membuat kita bertanya-tanya apakah benar merupakan cerminan 

masyarakat saat ini ataukah sebenarnya medialah yang telah berpihak 

kepada salah satu pihak yang sedang berseteru. 

Berdasarkan paparan diatas, wacana konflik internal Kraton 

Yogyakarta menarik untuk diteliti lebih lanjut menggunakan analisis 

wacana kritis. Selain bagaimana makna diproduksi di ruang kerja media 

hingga sampai kepada masyarakat dalam bentuk tulisan atau berita tercetak. 

Tetapi lebih lanjut memiliki unsur kekhasan berupa kearifan lokal secara 

setting tempat, penggunaan analisis wacana kritis akan mampu menggali 
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lebih lanjut makna yang terkandung dalam pemilihan bahasa yang dikemas 

oleh media dalam bentuk berita. 

 

II. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, dengan metode 

analisis wacana kritis Norman Fairclough. Paradigma kritis dalam analisis 

wacana kritis menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada 

proses produksi dan reproduksi makna. Pada polemik suksesi 

kepemimpinan sultan, penelitian ini akan melihat kekuatan media dalam 

mendukung penguasa (Sultan) atau memberikan ruang kepada pihak yang 

disisihkan (adik-adik sultan) melalui bahasa pemberitaan. 

Objek dari penelitian ini adalah pemberitaan yang terdapat pada 

Harian Kedaulatan Rakyat (KR) dan TribunJogja pada bulan September 

2017. Penelitian ini difokuskan pada pemberitaan terkait Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016. 

Dari metode tersebut, data yang diperoleh dapat diklasifikasikan 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1) Data Primer 

Menurut Surakhmad (1990:163), data primer merupakan data yang 

langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan 

yang khusus. Data ini merupakan komponen utama dalam penelitian, karena 

ketersediaan data primer merupakan faktor utama dalam penelitian. Dalam 

penelitian ini, data primer diperoleh melalui pemilihan berita terkait Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016. 
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2) Data Sekunder 

Selain data-data primer, penelitian ini memerlukan data-data 

sekunder. Data-data sekunder digunakan untuk mendukung atau menunjang 

data-data primer. Menurut Anwar (2001:35), data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung, biasanya berupa data 

dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data-data sekunder dari berbagai sumber berupa hasil 

wawancara kepada wartawan atau editorial media Harian Kedaulatan 

Rakyat (KR) dan TribunJogja dan studi literatur yang sesuai dan relevan 

dengan penelitian berita pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

88/PUU-XIV/2016 

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis 

wacana kritis model Normal Fairclough. Fairclough membagi analisis 

wacana ke dalam tiga dimensi: teks, discourse practice, dan sosioculture 

practice. Dalam model Fairclough, teks di sini dianalisis secara linguistik, 

dengan melihat kosakata, sematik, dan tata kalimat. Ia juga memasukkan 

koherensi dan kohesivitas, bagaimana antarkata atau kalimat tersebut 

digabung sehingga membentuk pengertian. Semua elemen yang dianalisis 

tersebut dipakai untuk melihat tiga masalah berikut (Eriyanto, 2001:286-

288). 
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III. Hasil Penelitian 

Masing-masing surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) dan 

Tribun Jogja memposisikan wacana konflik internal Kraton secara berbeda. 

Kedua media sama-sama menunjukkan adanya konflik internal Kraton 

terkait Sultan Perempuan sebagai konsekuensi putusan Mahkamah 

Konstitusi mengabulkan gugatan penghapusan frasa istri, akan tetapi 

dengan kecenderungan yang berbeda. Kecenderungan tersebut antara lain: 

1. Pemilihan Judul 

Pada pemilihan judul, surat kabar harian Kedaulatan Rakyat lebih 

mengindikasikan lembaga-lembaga terkait putusan tersebut. Sedangkan 

surat kabar harian Tribun lebih banyak menunjuk perseorangan secara 

langsung. Perhatiakan gambar berikut; 

   

         

Baris gambar pertama merupakan judul dari surat kabar harian 

Tribun Jogja dan baris gambar kedua adalam judul surat kabar harian 

Kedaulatan Rakyat. Dari pemilihan judul diatas, Tribun Jogja jelas sekali 

memperlihatkan pihak-pihak yang saling besebrangan. Berbeda dengan 

Kedaulatan Rakyat yang mimilih judul berita senetral mungkin. Tidak 

memantik provokasi.  
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2. Pemilihan Narasumber 

Seperti halnya pemilihan judul diatas, pemilihan narasumber 

masing-masing surat kabar harian saling berbanding terbalik. Pada surat 

kabar harian Kedaulatan Rakyat, narasumber ahli selalu ditampilkan diawal. 

Berbeda dengan Tribun Jogja yang memberikan ruang pada pihak-pihak 

berkonflik. 

Setiap pemberitaan Kedaulatan Rakyat akan selalu ada anggota 

keluarga Sultan untuk berbicara terkait hasil putusan. Berbeda dengan KR. 

Tribun Jogja selalu menampilkan rayi dalem secara bergantian. 

3. Representasi Pihak Berkonflik 

a. Sultan 

Pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, Sultan ditampilkan 

sebagai sosok yang memiliki memiliki wibawa dan power melalui kutipan-

kutipan berikut;  

“Seharusnya memang begitu, karena negara tidak boleh 
membeda-bedakan laki-laki atau perempuan (untuk jadi calon 
gubernur). Konstitusi kan berbunyi siapapun bisa. Ya kita terima 
keputusan itu”. 
“Tidak ada hubungannya dengan paugeran, wong ini soal 
(pengisian jabatan) gubernur. Lagipula, kalau bicara paugeran, 
itu yang membuat siapa? Raja! Sudah jelas kan paugeran yang 
menciptakan siapa”. (Kedaulatan Rakyat, 2 September 2017). 

  
Pada surat kabar harian Tribun Jogja, Sultan ditampilkan sebagai 

sosok yang keras hati, berikut kutipan dalam pemberitaan; 
 

“Ya kalau keputusan MK begitu ya sudah. Sepakat tidak sepakat”. 
(Tribun Jogja, 1 September 2017). 

  

b. Rayi dalem atau adik Sultan 

Pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat, rayi dalem ditampilkan 

sebagai sosok pembangkang. 
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“Di negara kita ada istilah hak prerogratif Presiden. Dia bisa 
bicara dan bersikap apa saja, bisa buat UU, Keppres, Perpu atau 
apapun itu, tetap saja tidak boleh melangggar Konstitusi! 
Presiden tidak bisa seenaknya mengubah Konstitusi, begitupula 
seorang Sultan terhadap paugeran”. (Kedaulatan Rakyat, 2 
September 2017).  

 
“Pasal tersebut sudah jelas. Jadi bisa saja asal gubernur DIY 
tetap sultan yang bernama dan bergelar Ngarso Dalem ingkang 
Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono”. (Kedaulatan 
Rakyat,5 September 2017). 

    

Pada surat kabar harian Tribun Jogja, rayi dalem ditampilkan 

sebagai sosok yang berpegang teguh pada budaya. 

“Kami akan segera mengadakan pertemuan namun tetap 
mencoba dengan kepala dingin. Ini bukan masalah tahta 
tapi ada sesuatu yang tidak sesuai lagi degan paugeran”. 
(Tribun Jogja, 1 September 2017). 

 

  4. Penyebutan nama putri sulung Sultan 

Pada pemberitaan yang diterbitkan surat kabar harian Kedaulatan 

Rakyat (KR) lebih sering menyebutkan gelar GKR Pembayun, sebaliknya 

pada surat kabar Tribun Jogja lebih sering menggebutkan GKR 

Mangkubumi. 

IV. Penutup 

Dalam penelitian ini, peneliti menjawab pertanyaan bagaimana 

keberpihakan harian Kedaulatan Rakyat (KR) dan Tribun Jogja dalam 

wacana konflik internal Kraton Yogyakarta setelah Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 Bulan September 2017. Berdasarkan 

analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1.Konflik internal Kraton Yogyakarta sudah terjadi sejak Sultan HB X 
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mengeluarkan sabda dan dawuh Raja pada tahun 2015. Adapun isi sabda 

dan dawuh Raja mengindikasikan niat Sultan menjadikan putri sulungnya, 

GKR Pembayun menjadi pewaris tahta. Pemberian gelar baru kepada GKR 

Pembayun menjadi GKR Mangkubumi menjadi peristiwa penting yang 

diberitakan diberbagai surat kabar harian lokal di Yogyakarta. 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 88/PUU-XIV/2016 yang 

mengabulkan penghapusan frasa istri pada salah satu syarat calon gubernur 

DIY dalam UUK DIY pasal 18 ayat (1) huruf m Nomer 13 tahun 2012 

membangkitkan kembali wacana konflik internal yang sudah ada dari tahun 

2015 menjelang pilkada serempak di Indonesia. Hal ini terkait 

permasalahan Sultan Hamengkubuwono X tidak memiliki putra laki-laki 

sebagai penerus tahta. Tentu isu ini memiliki nilai berita yang tinggi bagi 

warga Yogyakarta yang tidak mungkin dilewatkan oleh media massa. 

3. Melalui analisis wacana kritis, dapat diketahui bahwa surat kabar harian 

Kedaulatan Rakyat (KR) dan Tribun Jogja sama-sama menampilkan 

wacana konflik internal Kraton meskipun dengan kecenderungan yang 

berbeda.  Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat (KR) cenderung ada di 

pihak penguasa dalam hal ini Sultan dan keluarganya dengan lebih 

mengulas aspek hukum positif dari hasil putusan MK tersebut. Secara 

hukum positif jelas hasil putusan MK menguntungkan putri sulung sultan 

GKR Mangkubumi untuk menjadi pewaris tahta. Sedangkan surat kabar 

harian Tribun Jogja memiliki kecenderungan ada di pihak rayi dalem 

dengan pembahasan lebih kepada hukum adat Kraton. Pada setiap 
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pemberitaan hampir selalu ada perwakilan rayi dalem sebagai 

narasumbernya. 

Pada dasarnya penelitian ini memiliki isu yang sangat menarik dan 

bisa dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang. Polemik suksesi 

kepemimpinan Kraton Yogyakarta akan tetap relevan untuk diteliti 

mengingat Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga menjabat sebagai 

Gubernur DIY tidak memiliki pewaris laki-laki. Perubahan sosial yang akan 

sedang atau akan terjadi dimasa depan sangat dipengaruhi oleh bagaimana 

sikap media terhadap perubahan tersebut. Setelah melakukan analisis teks 

pada wacana konflik internal kraton, selanjutnya peneliti menyarankan 

untuk penelitian selanjutnya agar menggali dan menfokuskan lebih pada 

analisis praktik diskursif media. Dengan melalukan pengamatan dan 

wawancara secara detail pada ruang redaksional masing-masing media. 

Sehingga bisa didapatkan data valid bagaimana kekuatan media massa 

terhadap pembentukan suatu wacana. 
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